[image: image1.png]



MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN

NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025
TENTANG

 Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum 
Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024
	Pemohon
	:
	Drs. H. Alfedri, M.Si. dan H. Husni Merza, BBA., M.M.
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, Nomor Urut 3;

	Termohon
	:
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak 

	Pihak Terkait
	:
	Afni Z. dan Syamsurizal 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, Nomor Urut 2;

	Jenis Perkara
	:
	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.

	Amar Putusan
	:
	Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, sepanjang perolehan suara di TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya, dan TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak; 
3. Memerintahkan kepada Termohon agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya dan di TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak, dengan menyertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan Daftar Pemilih Pindahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melakukan Pemungutan Suara Ulang terhadap pasien dewasa, pendamping pasien, serta petugas dan/atau tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tengku Rafi’an yang pada tanggal 27 November 2024 belum menggunakan hak pilihnya sedang berada di RSUD Tengku Rafi’an, dengan terlebih dahulu membentuk “TPS di Lokasi Khusus”, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan a quo diucapkan dan selanjutnya hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan a quo, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Resor Siak untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

	Tanggal Putusan
	:
	 Senin, 24 Februari 2025



	Ikhtisar Putusan
	:
	



Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan terdapat surat suara dicoblos terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke TPS dan surat suara rusak atau tidak sah; partisipasi pemilih rendah di 161 TPS yang kurang dari 50% partisipasi pemilih; terdapat KPPS yang membuka kotak suara yang sudah disegel pada malam hari di TPS 3 Kampung Rempak; terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain di TPS 033 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang, TPS 13 Simpang Belutu, dan TPS 2 Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis; terdapat pemilih yaitu Ketua RT (KPPS 7) di TPS 48  Kelurahan Perawang mencoblos lebih dari satu kali; terdapat penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara (KPPS) di TPS 49 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang; terdapat Pemilih menggunakan hak pilih tanpa identitas di TPS 16 Kandis Kota; terdapat praktik politik uang di TPS 7, TPS 8, TPS 9 Kampung Pinang Sebatang Timur, TPS 12 Minas Jaya Kecamatan Minas, dan TPS 9 Kampung Tualang Kecamatan Tualang; terdapat penyelenggara mengarahkan pemilih untuk mencoblos pasangan calon tertentu di TPS 2 Minas Jaya Kecamatan Minas; terdapat KPPS yang dengan sengaja tidak melakukan tugasnya dengan memfasilitasi pencoblosan keliling di RSUD Tengku Rafi’an Siak; sejumlah besar karyawan PT Teguh Karsa Wahana Lestari (PT TKWL) dan pekerja kebun tidak mendapatkan undangan dari panitia pemilihan. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Siak  1120/2024) sepanjang mengenai perolehan suara di TPS 1 dan 3 Kampung Rempak, TPS 2 dan TPS 4 Suak Lanjut, Kecamatan Siak; TPS 9, Bungaraya,  TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan  TPS 8 Jayapura, TPS 3 Dayang Suri,  Kecamatan Bungaraya; TPS 2, TPS 4 dan  TPS 5  Dayun,   TPS 6 dan TPS 7 Sawit Permai, TPS 2 Lubuk Tilan, Kecamatan Dayun; TPS 2 dan TPS 3 Simpang Perak Jaya, Kecamatan Kerinci Kanan; TPS 4 dan TPS 5 Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam; TPS 4 Merempan Hilir, TPS 1 Teluk Merempan dan TPS 7 Sungai Mempura, Kecamatan  Mempura; TPS 2 dan TPS 6 Minas Timur, TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7, dan TPS 8, Minas Barat, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 17 Minas Jaya, Kecamatan Minas; TPS 2 Pabadaran Kecamatan Pusako; TPS 2, TPS 4, TPS 7 dan TPS 8 Pangkalan Pisang, TPS 1 Keranji Guguh, TPS 1 Sengkemang, Kecamatan Koto Gasib; TPS 2 Bandar Pedada , TPS 3 Rempak Kecamatan Sabah Auh; TPS 2 Muara Bungkal, dan TPS 1 Olak, Kecamatan Mandau; TPS 1, TPS 7, TPS 13, TPS 33, TPS 43, dan TPS 49 Perawang Barat, TPS 5 Pinang Sebatang Barat,  TPS 2,  TPS 7, TPS 8 dan TPS 9 Pinang Sebatang Timur, dan TPS 21 Tualang, TPS 48 Kel. Perawang, Kecamatan Tualang; TPS 2 dan TPS 8 Libo Jaya, TPS 3 dan TPS 10 Telaga SamSam, TPS 13 Simpang Belutu, TPS 13 dan TPS 16 Kandis Kota, Kecamatan Kandis; TPS 1 dan TPS 4 Penyengat, TPS 2 Sungai Kayu Ara, TPS 4  Teluk Mesjid dan TPS 6 Kelurahan Sungai Apit, Kecamatan Sungai Apit; dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya di sejumlah TPS-TPS dimaksud.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Siak  1120/2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Siak  1120/2024 pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 01.19 WIB, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 13:58 WIB, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam/telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon beralasan/ tidak beralasan menurut hukum.
Mengenai kedudukan hukum, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Menurut Mahkamah, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 yang memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Oleh karena eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
Berkenaan dengan eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan tidak jelas/kabur, serta Pihak Terkait mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (obscuur), menurut Mahkamah, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan selisih perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) sebesar 224 (dua ratus dua puluh empat) suara yang disebabkan adanya perbuatan terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon. Sementara materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon a quo, eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan tidak jelas/kabur, serta eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (obscuur) adalah tidak beralasan menurut hukum.

Sementara itu, berkenaan dengan pokok Permohonan, menurut Mahkamah sebagai berikut.

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya surat suara dicoblos terlebih dahulu sebelum di distribusikan ke TPS dan surat suara rusak atau tidak sah [vide pokok permohonan Pemohon angka 2 sampai dengan angka 12 dan angka 23] Mahkamah mempertimbangkan sebagaia berikut.

a. Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat sebanyak 4.202 surat suara rusak di 829 TPS se-Kabupaten Siak, yang sebagian besar dikarenakan karena coblos ganda dengan melibatkan Termohon dan Pasangan Calon Nomor 2 (Pihak Terkait), setelah Mahkamah mencermati lebih saksama, telah ternyata dalam permohonannya Pemohon tidak menunjuk secara pasti alat bukti yang mendukung terhadap dalil a quo, sehingga Mahkamah tidak meyakini kebenaran alat bukti yang berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut. Selain itu, Pemohon juga tidak menyebutkan secara pasti rincian jumlah surat suara rusak pada masing-masing TPS di 829 TPS se-Kabupaten Siak sebagaimana didalilkan, dan hanya menyebutkan beberapa TPS saja sebagai sampling [vide permohonan Pemohon halaman 7-9]. Di samping itu, Pemohon juga tidak pasti menyebutkan berapa jumlah total TPS yang didalilkan terdapat surat suara yang rusak karena coblos ganda. Pada halaman 7 permohonan Pemohon, disebutkan jumlah total TPS sebanyak 829 TPS, namun pada halaman 9 permohonan Pemohon, disebutkan berjumlah 881 TPS. Ketidakmampuan Pemohon menyebutkan secara rinci jumlah surat suara rusak pada masing-masing TPS, serta ketidakkonsistenan Pemohon dalam menyebutkan jumlah TPS yang didalilkan terdapat surat suara yang rusak karena coblos ganda tersebut, membuat Mahkamah tidak meyakini dalil a quo. Terlebih, jawaban/bantahan yang disampaikan oleh Termohon telah secara jelas menyatakan bahwa terhadap kerusakan surat suara sebagaimana didalilkan Pemohon, telah diganti sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga hal demikian tidak merugikan para pemilih. Selain itu, Bawaslu Siak juga menyatakan bahwa tidak ada laporan berkaitan dengan dalil a quo [vide Keterangan Bawaslu halaman 3-7]. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo, tidak beralasan menurut hukum.
b. Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 4 Suak Lanjut, Kecamatan Siak, suara tidak sah sebanyak 15 (lima belas) surat suara dan dari 15 (lima belas) surat suara tersebut terdapat 3 (tiga) surat suara yang tidak dicoblos, 2 (dua) surat suara yang coblos ganda yang seluruhnya melibatkan Pihak Terkait (Paslon 2), setelah Mahkamah membaca dan mendengar secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu Siak, ahli, saksi, bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata terhadap dalil Pemohon a quo, selain dalam permohonannya tidak menunjuk secara pasti bukti yang mendukung, bukti-bukti yang diajukan Pemohon juga tidak meyakinkan Mahkamah. Terlebih, menurut Termohon, kelima belas surat suara tersebut adalah masuk kategori surat suara tidak sah (diantaranya: surat suara tidak dicoblos, surat suara yang dicoblos lebih dari satu, surat suara yang dicoblos lebih dari dua) sesuai PKPU 17 Tahun 2024 Pasal 35 ayat (1) dan (2) tanpa menemukan kejanggalan sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon. Selain itu, berdasarkan Keterangan Pihak Terkait, tidak ada keberatan dari saksi Pemohon berkaitan dengan dalil a quo. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo, tidak beralasan menurut hukum.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan partisipasi pemilih rendah yaitu sebanyak 161 TPS yang kurang dari 50% partisipasi pemilih, dikarenakan di antaranya tidak diberikan undangan memilih [vide pokok permohonan Pemohon angka 13], menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon a quo telah ternyata dalam permohonannya tidak menunjuk secara pasti alat bukti yang mendukung terhadap dalil a quo. Sedangkan Termohon membantah dengan mengajukan bukti diantaranya berupa laporan kegiatan pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik pemilih yang dilakukan oleh Termohon, dan dilengkapi dengan bukti daftar hadir peserta yang mengikuti kegiatan dimaksud diberbagai tempat, seperti sosialisasi pendidikan pemilih di Rumah Tahanan Kelas II B Siak pada tanggal 15 Oktober 2024; sosialisasi pendidikan pemilih bagi pemilih pemula di Kecamatan Pusako tanggal 6 September 2024 dan Kecamatan Lubuk Dalam tanggal 23 Oktober 2024; sosialisasi pendidikan pemilih di Kp.Teluk Lanus tanggal 23 November 2024, Kecamatan Mempura tanggal 8 September 2024, Kecamatan Koto Gasib tanggal 7 September 2024, Kecamatan Kerinci Kanan tanggal 30 Agustus 2024, Kecamatan Minas tanggal 22 November 2024, Kecamatan Kandis tanggal 21 November 2024, Kecamatan Dayun tanggal 25 November 2024, Kecamatan Tualang 24 November 2024, dan Kecamatan Sabak Auh tanggal 14 November 2024; serta pendidikan politik pemilih basis komunitas kelompok tani di Kecamatan Bungaraya tanggal 5 September 2024 [vide Bukti  T-198 sampai dengan T-212]. Dengan bukti-bukti yang diajukan Termohon a quo, telah nyata terlihat bahwa Termohon sudah melakukan sosialisasi kepada para pemilih supaya ikut melakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2024 pada tanggal 27 November 2024. Terlebih, menurut Bawaslu Siak, terhadap dalil Pemohon a quo, tidak terdapat laporan [vide Keterangan Bawaslu Siak halaman 8-11]. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo, tidak beralasan menurut hukum.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya petugas KPPS yang membuka kotak suara yang sudah disegel pada malam hari di TPS 3 Kampung Rempak [vide pokok permohonan Pemohon angka 19], Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa meskipun telah terjadi pembukaan kotak suara di TPS 3 Kampung Rempak, namun tindakan tersebut murni dilakukan karena ketidaksengajaan atau ketidaktauan yang dilakukan oleh petugas KPPS yang memasukkan C. Hasil ke dalam kotak suara. Selain itu, pembukaan kotak suara juga dilakukan masih di TPS dengan disaksikan oleh PTPS dan seluruh orang yang hadir di tempat tersebut. Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh petugas KPPS dengan melakukan pembukaan kotak suara juga telah diselesaikan oleh Bawaslu Siak, sehingga persoalan tersebut sudah dianggap selesai. Terlebih, pembukaan tersebut telah ternyata tidak mengubah hasil perolehan suara pasangan calon yang dibuktikan dengan adanya kesamaan hasil perolehan rekapitulasi suara pasangan calon antara C. Hasil di TPS a quo dengan C.Hasil yang diterima atau dipegang oleh masing-masing saksi pasangan calon sebelumnya sampai dengan pleno di tingkat kabupaten (D.Hasil), dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang di TPS 3 Kelurahan Kampung Rempak tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.
4. Bahwa berkenaan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain di TPS 033 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang, TPS 13 Simpang Belutu dan TPS 2 Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis [vide pokok permohonan Pemohon angka 20, angka 24, dan angka 26], menurut Mahkamah sebagai berikut.
a. Berkenaan dengan dalil Pemohon tentang adanya pemilih yang bernama Cinta yang melakukan pencoblosan atas nama Sri Bunga Perdana di TPS 033 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa terhadap dalil a quo, Pemohon dalam permohonannya tidak menunjuk bukti yang pasti untuk menguatkan dalil a quo dan dari bukti-bukti Pemohon yang diajukan ke Mahkamah, tidak ada bukti yang dianggap relevan oleh Mahkamah untuk mendukung dalil a quo. Sedangkan Termohon dalam Jawaban/bantahan telah menjelaskan bahwa tidak bisa seorang pemilih menggunakan nama orang lain pada saat mencoblos di TPS. Hal demikian dikarenakan sebelum seseorang atau pemilih memberikan suara di TPS maka terlebih dahulu harus menunjukkan identitas seperti KTP, paspor, atau surat keterangan identitas lainnya, dan juga menunjukkan formulir model C.Pemberitahuan. Setelah itu, petugas akan melakukan verifikasi kesesuaian data tersebut dan setelah semuanya sesuai baru kemudian pemilih tersebut akan diberikan surat suara. Terlebih, setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan Termohon yang berupa Daftar Hadir Pemilih tetap TPS 033 Perawang Barat Kecamatan Tualang, jelas terlihat bahwa pemilih atas nama Sri Bunga Perdana (DPT Nomor 371) telah menandatangani daftar hadir dimaksud, serta Model C.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-saksi yang ditandatangani oleh Ketua KPPS bernama Nur Afdal di TPS 033 Perawang Barat Kecamatan Tualang, tidak ada saksi dari para pasangan calon yang keberatan. Hal tersebut diperkuat juga dari keterangan saksi Pihak Terkait bernama Jumaini, yang telah didengar keterangannya pada tanggal 17 Februari 2025 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan seorang pemilih yang bernama Cinta memilih atas nama orang lain adalah tidak benar [vide Risalah Sidang tanggal 17 Februari 2025 halaman 103]. Terlebih, Bawaslu Siak menerangkan tidak mendapatkan laporan terkait dalil Pemohon a quo [vide Keterangan Bawaslu halaman 16-17]. Oleh karenanya, menurut Mahkamah dalam batas penalaran yang wajar, dalil Pemohon a quo tidak dapat diyakini kebenarannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.
b. Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 13 Simpang Belutu Kecamatan Kandis terdapat 20 orang pemilih yang mencoblos bukan di tempat domisilinya, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak menjelaskan data secara terperinci terhadap 20 nama yang didalilkan berdomisili di Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis. Terlebih, dalam permohonannya Pemohon tidak menunjuk bukti yang pasti untuk menguatkan dalil a quo, dan tidak ada bukti Pemohon yang dianggap relevan oleh Mahkamah untuk mendukung dalil a quo. Begitu juga pada saat persidangan dengan agenda pembuktian tanggal 17 Februari 2025, Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalilnya. Meski demikian, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa berdasarkan Jawaban/bantahan Termohon terhadap 20 pemilih yang didalilkan Pemohon a quo telah ternyata terdaftar sebagai Pemilih DPK di TPS 013 Simpang Belutu dan yang bersangkutan memang benar masyarakat yang tinggal serta berdomisili di Simpang Belutu sesuai dengan KTP-el mereka masing-masing, hanya saja dalam Daftar Pemilih tetap (DPT) mereka terdata di TPS berbeda. Mahkamah juga telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Termohon, seperti Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model A-Daftar Pemilih dan Formulir Model C. Hasil KWK-Bupati TPS 013 Simpang Belutu Kecamatan Kandis, KTP Pemilih Tambahan, Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 013 Simpang Belutuh Kecamatan Kandis; Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 007 Telaga Sam-Sam, dan lain-lain, yang mana terhadap bukti-bukti tersebut, Mahkamah dapat meyakini kebenarannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.
c. Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan TPS 2 Kampung Libo Jaya, Kecamatan Kandis, Form Model C di Tipp-Ex oleh PPS, juga terdapat seorang Pemilih yang diberikan masing-masing dua lembar surat suara, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa terhadap dalil a quo, khususnya dalil Pemohon yang berkaitan dengan Form Model C di Tipp-Ex oleh PPS, Pemohon dalam permohonannya tidak menunjuk bukti yang pasti, dan dari bukti-bukti Pemohon yang diajukan ke Mahkamah, tidak ada bukti yang dianggap relevan oleh Mahkamah untuk membuktikan dalil a quo. Sedangkan terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat Pemilih yang diberikan dua lembar surat suara, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa hal demikian adalah murni ketidaksengajaan/ketidaktauan. Fakta hukum tersebut terungkap dari Jawaban/bantahan Termohon yang menyatakan bahwa sekitar pukul 09.30 WIB, Pemilih atas nama Eka Yanti Munthe mendatangi TPS 002 Libo Jaya Kecamatan Kandis lalu memberikan suaranya. Selanjutnya, sekitar pukul 10.30 WIB, Eka Yanti Munthe kembali mendatangi TPS 002 Libo Jaya Kecamatan Kandis dan melaporkan kepada PTPS yang disaksikan oleh para saksi dari pasangan calon bahwa ia telah melakukan pencoblosan 2 (dua) Surat Suara Bupati karena didapati Surat Suara dimaksud double saat dibuka di bilik suara, dimana salah satu dari dua surat suara tersebut tidak diisi kode TPS dan tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS. Selanjutnya terhadap keadaan demikian, KPPS, PTPS, Saksi, PKD, dan PPS menyepakati  terhadap surat suara yang tidak ditandatangani tersebut dianggap tidak ada dan dituangkan dalam C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi. Langka tersebut menurut Mahkamah adalah sudah benar, terlebih hal demikian tidak dipersoalkan oleh para Saksi Paslon dengan adanya fakta hukum para saksi menandatangani Formulir Model C.Hasil, dan tidak mempengaruhi perolehan hasil suara. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

5. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pemilih yaitu Ketua RT (KPPS 7) di TPS 48  Kelurahan Perawang mencoblos lebih dari satu kali [vide pokok permohonan Pemohon angka 21], Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara pasti RT berapa, namanya siapa, dan juga KPPS 7 tersebut yang dimaksud siapa. Sementara jawaban/bantahan Termohon disampaikan dengan cukup meyakinkan dan disertai dengan menunjuk bukti yang jelas. Berbeda halnya dengan Pemohon yang berkenaan dengan dalil a quo, selain dalam permohonannya tidak menunjuk bukti yang pasti untuk menguatkan dalilnya, juga bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup meyakinkan Mahkamah. Terlebih, menurut Bawaslu Siak, terhadap dalil Pemohon a quo, Panwaslu Kecamatan Tualang memang telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kec.Tualang/09.14/XI/2024 bertanggal 27 November 2024  yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Sri Ningsih. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Siak mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan dan Panwaslu Kecamatan Tualang mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 1 Desember 2024  yang pada pokoknya laporan pelapor tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi [vide Bukti PK.6.8-19 dan Keterangan Bawaslu Siak halaman 17-20]. Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

6. Bahwa berkenaan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara (KPPS) di TPS 49 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang [vide pokok permohonan Permohon angka 22], Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa petugas Linmas atas nama Raja Lottung Siregar alias Ucok yang diduga menyebarkan C.Pemberitahuan beserta Stiker Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Nomor Urut 1 serta Stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Nomor Urut 1, telah diberhentikan oleh Termohon sesuai dengan rekomendasi dari Panwascam Tualang. Terlebih, setelah Mahkamah melakukan pemeriksaan terhadap bukti Termohon, diketahui bahwa peristiwa tersebut tidak mengganggu atau merubah perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dibuktikan dengan ditandanganinya Formulir Model C.Hasil oleh seluruh saksi pasangan calon, termasuk saksi dari Pemohon, dan tidak adanya keberatan para saksi terhadap persoalan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, yang dibuktikan tidak adanya catatan kejadian khusus yang diajukan oleh para saksi. Bahkan pada formulir Tanda Terima Penyerahan Dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 oleh KPPS, semua saksi termasuk saksi Pemohon, Pengawas TPS, dan Ketua KPPS bernama Misran, juga membubuhkan tanda tangan dalam dokumen tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.
7. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat Pemilih menggunakan hak pilih tanpa identitas di TPS 16 Kandis Kota [vide pokok Permohonan angka 25], Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa dalil Pemohon a quo telah diselesaikan oleh Bawaslu. Terlebih, Mahkamah juga menemukan fakta hukum bahwa dalam permohonannya, terhadap dalil a quo, Pemohon tidak menunjuk bukti yang pasti untuk menguatkan dalil tersebut sehingga tidak bisa dilakukan kroscek bukti Pemohon dengan bukti para pihak. Selain itu, terhadap dalil a quo, pada persidangan pembuktian tanggal 17 Februari 2025, Pemohon juga tidak menghadirkan saksi untuk mendukung dalilnya. Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

8. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat praktik politik uang di TPS 7, TPS 8, dan TPS 9 Kampung Pinang Sebatang Timur, serta TPS 12 Minas Jaya Kecamatan Minas, dan TPS 9 Kampung Tualang Kecamatan Tualang [vide pokok permohonan Pemohon angka 27, angka 28, dan angka 30], menurut Mahkamah sebagai berikut.
a. Berkenaan dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 7, TPS 8 dan TPS 9 Kampung Pinang Sebatang Timur, Penghulu Pinang Sebatang Timur atas nama Sudarno, mengarahkan KPPS untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1 dengan menjanjikan sejumlah uang, Mahkamah menemukan fakta hukum Pemohon tidak menunjuk bukti secara pasti terhadap dalil a quo. Sementara Termohon menyatakan tidak menanggapi dalil dimaksud, dikarenakan bukan merupakan kewenangan dan kompetensi dari Termohon, sedangkan Pihak Terkait juga tidak menanggapi secara spesifik. Dengan fakta hukum tersebut, Mahkamah tidak meyakini terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon a quo, terlebih Bawaslu Siak juga menyatakan bahwa tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan a quo. Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.
b. Berkenaan dengan Pemohon yang menyatakan di TPS 12 Minas Jaya, seorang pemilih bernama Santa, mengaku mendapatkan uang Rp. 700.000 yang akan dibagikan kepada 10 (sepuluh) orang temannya untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon diantaranya mengajukan bukti berupa akta afidavit yang berisikan pengakuan seorang bernama Mulia Pardomuan yang mendengarkan rekaman percakapan dua orang bernama Nelvi Susanti dan Santa Mahdalena, yang dalam percakapann tersebut Santa Mahdalena mengaku menerima uang Rp700.000,- untuk dibagikan kepada 10 (sepuluh) orang agar memilih Paslon Nomor 2 [vide Bukti P-105A dan Bukti P-105B]. Sedangkan Pihak terkait mengajukan Bukti yang setelah Mahkamah periksa bukti tersebut berupa Surat Keputusan Nomor 001/BERAZAM/IX/2024 tentang Penetapan Struktur dan Personalia Tim Koalisi Berazam, dimana dalam surat tersebut nama Santa Mahdalena tidak ada. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak, menurut Mahkamah, bukti yang diajukan Pemohon kurang cukup meyakinkan Mahkamah. Terlebih, terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu Siak  menyatakan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan a quo. Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.
c. Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 9 Kampung Tualang, Ketua RT 05 RW 04 bernama Suratno membagikan 150 paket sembako kepada warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 di minggu tenang, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan bukti berupa akta afidavit yang berisi pengakuan Rosnawati warga RT 05 RW 04 Kampung Tualang Kecamatan Tualang yang menerima sembako berupa 1 liter minyak goreng dan 1 kg gula pasir pada hari tenang dari Ketua RT bernama Suratno melalui seorang bernama Deko. Menurut Rosnawati, Suratno menyampaikan bahwa sembako tersebut dari Bu Afni (Paslon 2). Berdasarkan pemeriksaan Mahkamah, pada akta afidavit tersebut, tidak ada kata-kata atau kalimat Suratno yang meminta dan mengharuskan agar Rosnawati memilih Paslon 2. Suratno hanya mengatakan, “... ni dari Bu Afni, ... jangan lupa ya.” [vide Bukti P-119A dan Bukti P-119B]. Dengan demikian, terhadap bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah kurang meyakini kebenarannya. Seharusnya Pemohon menyampaikan bukti-bukti lain yang lebih menguatkan, misalnya rekaman video yang menyajikan pembagian sembako dengan background Paslon 2 di hari tenang, atau keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan Mahkamah. Terlebih, menurut Bawaslu Siak tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan a quo [vide Keterangan Bawaslu Siak halaman 25 – 28]. Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.
9. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya penyelenggara mengarahkan pemilih untuk mencoblos pasangan calon tertentu di TPS 2 Minas Jaya Kecamatan Minas [vide Angka 29 dan Angka 31], menurut Mahkamah berkenaan dengan kedua dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya terdapat anggota atau petugas KPPS di TPS 2 Minas Jaya Kecamatan Minas yang diduga mengarahkan pemilih untuk mencoblos pasangan tertentu, Pemohon mengajukan bukti diantaranya berupa rekaman kejadian dari dalil a quo. Bukti rekaman video tersebut sempat diputar pada persidangan Mahkamah tanggal 17 Februari 2025 untuk dilakukan kroscek kebenaran dari kejadian dimaksud. Terlihat dalam video tersebut seorang wanita yang menggunakan baju hitam dan menggunakan penutup kepala berwarna coklat muda, terlihat mendampingi seorang Ibu yang memakai baju dengan corak bunga-bunga dengan dasar warna hitam dan memakai penutup kepala dengan dasar warna kuning muda-hitam. Berdasarkan keterangan Saksi Pemohon bernama Nelvi Susanti, wanita yang memakai penutup kepala coklat muda tersebut adalah Petuga KPPS bernama Lidya atau Lidya Zulfani. Dalam video tersebut terlihat ada pembicaraan antara Ibu pemilih dengan Lidya. Namun, berhubung tidak terdengar isi dari pembicaraannya, Mahkamah tidak cukup meyakini terhadap alat bukti tersebut. Hal ini dikarenakan, bisa saja petugas yang bernama Lidya tersebut mendampingi dalam rangka untuk membantu pemilih dalam proses menyalurkan hak pilihnya. Selain itu, alat bukti yang diajukan oleh Pemohon hanya untuk satu orang pemilih, yang tentu hal tersebut tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa tindakan dugaan pengarahan untuk melakukan pencoblosan terhadap pasangan calon tertentu benar-benar terjadi. Terlebih, menurut Bawaslu Siak tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan a quo [vide Keterangan Bawaslu Siak halaman 28-29]. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.
10. Bahwa terhadap Pemohon yang mendalilkan KPPS dengan sengaja tidak melakukan tugasnya dengan memfasilitasi pencoblosan/pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak di RSUD Tengku Rafi’an Siak [vide pokok permohonan Pemohon angka 14 sampai dengan angka 18], Mahkamah menemukan bukti bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon bernama Adi Eka Putra yang sehari-hari bekerja sebagai Kepala Bidang Tata Usaha RSUD Tengku Rafi'an, menerangkan bahwa pada hari pencoblosan tanggal 27 November 2024, di RSUD Tengku Rafi'an tidak dilakukan pemungutan suara. Padahal data pasien yang dirawat di rumah sakit saat itu berjumlah 128 pasien. Terhadap keterangan saksi a quo, selanjutnya Mahkamah memeriksa lebih teliti terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Termohon berupa lampiran surat yang dikeluarkan oleh RSUD Tengku Rafi’an Nomor 445/RSUD-TR perihal daftar nama pasien rawat inap dan petugas jaga RSUD Tengku Rafi’an pada tanggal 27 November 2024, diketahui bahwa jumlah total pasien yang dewasa berjumlah 66 pasien, dan terdapat pasien anak-anak yang didampingi orang tuanya di RS sebanyak 11 pasien. Sedangkan petugas dan/atau tenaga medis yang berjaga atau bertugas pada tanggal tersebut adalah berjumlah 48 orang. Apabila ditotal semuanya, maka setidaknya terdapat 125 orang [vide Bukti T-391 dan Bukti T-392]. Meski demikian, menurut Termohon, dari data tersebut sebagian dari pasien dan petugas rumah sakit telah menyalurkan hak suaranya. Berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh Termohon, dari 48 pegawai yang bertugas, terdapat 26 petugas yang menyalurkan hak pilihnya di TPS, sedangkan untuk pasien yang menyalurkan hak pilihnya hanya 7 pasien. 

Bahwa selanjutnya setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan Termohon dalam persidangan, data rekapan tersebut dibuat oleh Termohon dengan cara mencocokkan atau tracing nama-nama yang terdapat dalam surat Nomor 445/RSUD-TR dengan C.Daftar hadir. Namun setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon berupa hasil tracing dan C. Daftar Hadir, pada Model C. Daftar Hadir, NIK tidak tertulis secara lengkap, sehingga tidak bisa dilakukan pencocokan. Terlebih, Termohon juga tidak secara cermat dalam menyampaikan data. Berdasarkan Surat Nomor 445/RSUD-TR Perihal Daftar Nama Pasien Rawat Inap dan Petugas Jaga RSUD Tengku Rafi’an pada tanggal 27 November 2024, diketahui bahwa terdapat pasien anak-anak sebanyak 11 orang. Akan tetapi data tracing (rekap nama) yang disajikan oleh Termohon memasukkan orang tua dari pasien anak ke dalam data pasien tanpa diberikan penjelasan bahwa yang bersangkutan adalah orang tua pasien, bukan pasien [vide T-393]. Selain itu, pada persidangan Mahkamah tanggal 17 Februari 2025, juga terungkap fakta hukum bahwa hanya ada seorang petugas yang secara resmi mengajukan pindah memilih. Petugas atau pegawai RSUD Tengku Rafi’an tersebut bernama Nirmalasari Nasution, S.K.M., yang mengajukan pindah memilih, semula terdaftar di TPS 011 Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya kemudian pindah ke TPS 004 Kampung Dalam Kecamatan Siak. Sedangkan untuk pasien, hanya terdapat 1 pasien bernama Syahrul AZ yang bisa menyalurkan haknya karena Petugas KPPS dari TPS 001 Kampung Rempak, dimana pasien tersebut terdapat dalam DPT, mendatangi ke RSUD Tengku Rafi’an [vide Jawaban Termohon halaman 54];

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, telah ternyata terdapat perbedaan data antara saksi Pemohon bernama Adi Eka Putra dengan jawaban/bantahan dan bukti-bukti yang diajukan Termohon. Meskipun demikian, menurut Mahkamah, terlepas dari adanya perbedaan jumlah pasien dan petugas di RSUD Tengku Rafi’an antara yang disampaikan oleh saksi Pemohon bernama Adi Eka Putra dengan Termohon, akan tetapi secara nyata telah diakui oleh Termohon bahwa pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tanggal 27 November 2024, Termohon tidak memberikan akses atau fasilitas dalam rangka pasien dewasa, pendamping pasien, dan petugas rumah sakit untuk menggunakan hak pilihnya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Terlebih, kalau ditelusuri lebih dalam, di RSUD Tengku Rafi’an juga terdapat pendamping pasien yang kesulitan menyalurkan hak memilihnya. Hal tersebut terungkap dari bukti yang diajukan Pemohon berupa akta afidavit [vide Bukti P-69A dan Bukti P-69B] yang pada pokoknya berisikan pengakuan pendamping pasien bernama Yanto yang pada saat ayahnya dirawat karena sakit paru-paru, yang bersangkutan tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak difasilitasi oleh Termohon. 

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah meyakini pada saat hari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tanggal 27 November 2024, di RSUD Tengku Rafi’an terdapat pasien, petugas rumah sakit, dan juga keluarga pasien yang mendampingi di rumah sakit tersebut, tidak bisa menyalurkan hak pilihnya karena Termohon tidak memfasilitasi secara baik dan benar. Padahal dengan tidak diberikan fasilitas untuk melakukan pencoblosan, maka ada hak konstitusional warga negara yang terlanggar yaitu hak untuk memilih (right to vote). Menurut Mahkamah, hak untuk memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be candidate) adalah salah satu hak asasi manusia yang sangat fundamental dalam kehidupan bernegara.

Bahwa menurut Mahkamah, jaminan dan perlindungan hak konstitusional tersebut diberikan kepada setiap warga negara, karena dengan hak ini memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dengan memilih pemimpin mereka dan menentukan kebijakan yang akan memengaruhi kehidupan bersama. Dalam konteks ini, hak memilih memiliki dimensi yang sangat penting, baik dari sudut pandang hukum, etika, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, memahami hak memilih tidak hanya sebatas sebagai kewajiban untuk memberikan suara dalam Pemilu, tetapi juga sebagai manifestasi dari prinsip-prinsip dasar negara demokrasi. Dengan adanya hak memilih, rakyat memiliki kontrol atas pemerintahannya, yang pada gilirannya menjaga legitimasi dan keadilan dalam pemerintahan. Namun, untuk mewujudkan hak memilih yang efektif, perlu adanya perhatian dan juga perlindungan agar hak tersebut betul-betul bisa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan menjaga hak memilih warga negara, maka esensinya adalah menjaga kelangsungan demokrasi yang sehat dan inklusif.

Bahwa oleh karena itu, dalam konteks pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 7/2024) pada pokoknya tidak memasukkan rumah sakit sebagai tempat yang dapat dibentuk TPS khusus. Namun demikian, menurut Mahkamah oleh karena secara faktual sebagian pasien, pendamping pasien, dan petugas di RSUD Tengku Rafi’an ternyata benar belum diakomodir hak konstitusionalnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 untuk menggunakan hak pilihnya, maka pembentukan TPS untuk kepentingan/keperluan khusus atau karena situasi khusus harus disediakan atau difasilitasi, sekalipun secara nomenklatur tidak diatur dalam PKPU 7/2024. Pertimbangan hukum Mahkamah a quo didasarkan pada keyakinan Mahkamah jelas adanya kelalaian Termohon yang seharusnya menyediakan TPS keliling untuk memenuhi hak konstitusional para pasien dan petugas rumah sakit pada RSUD Tengku Rafi’an yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024. Hal tersebut dalam konteks perkara a quo menjadi pilihan bagi Mahkamah untuk dilaksanakan oleh Termohon guna memastikan hak pemilih dapat disalurkan melalui “TPS di Lokasi Khusus” dimaksud, meskipun Mahkamah menyadari bahwa “TPS di Lokasi Khusus” dimaksud secara umum tidak diatur dalam PKPU 7/2024 akan tetapi mengingat urgensi dari pemenuhan hak konstitusional warga negara di rumah sakit dimaksud, maka Mahkamah tidak ragu untuk mengecualikan pembentukan “TPS di Lokasi Khusus” tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah tidak ada keraguan untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang terhadap pasien dan pendamping pasien, serta petugas dan/atau tenaga medis RSUD Tengku Rafi’an yang pada tanggal 27 November 2024 belum menggunakan hak pilihnya karena sedang berada dan/atau bertugas di rumah sakit dimaksud untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Berkenaan dengan hal tersebut, pemilih yang akan diberi kesempatan untuk memilih harus benar-benar didasarkan pada data yang ada pada tanggal 27 November 2024 tersebut yang berada di rumah sakit pada waktu itu dan belum menggunakan hak pilihnya. Namun oleh karena di RSUD Tengku Rafi’an belum dibentuk atau tidak ada TPS, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu membentuk Tempat Pemungutan Suara di Lokasi Khusus (TPS LK) di RSUD Tengku Rafi’an. Berkenaan dengan mekanisme pembentukan “TPS LK” dan pemungutan suara ulang, Mahkamah menyerahkan sepenuhnya kepada Termohon. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo beralasan menurut hukum.

11. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan sejumlah besar karyawan PT Teguh Karsa Wahana Lestari (PT TKWL) dan pekerja kebun tidak mendapatkan undangan dari panitia pemilihan dimana sebagian besar undangan tersebut dititipkan oleh petugas kepada satu orang dan kemudian ternyata tidak dibagikan ke pemilih yang tersebar di berbagai desa seperti, Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya, sebanyak 172 orang dengan perincian, sebagai berikut: TPS 1 Jayapura (14 orang); TPS 2 (4 orang); TPS 3 (96 orang); TPS 4 (35 orang); TPS 5 (2 orang); TPS 6 (15 orang); TPS 8 (6 orang); dan TPS Kampung Jati Baru; serta TPS 3 Buantan Besar Kecamatan Siak [vide permohonan Pemohon angka 32], Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan sejumlah besar karyawan PT Teguh Karsa Wahana Lestari (PT TKWL) dan pekerja kebun tidak mendapatkan undangan dari panitia pemilihan, telah dibantah/dijawab oleh Termohon. Meski demikian, dari TPS-TPS yang didalilkan Pemohon, terdapat 2 (dua) TPS yaitu TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya dan TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak yang berdasarkan Jawaban/bantahan Termohon dan Saksi yang diajukan Termohon, terdapat pemilih yang belum menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan), dengan pertimbangan Mahkamah sebagai berikut.
a. Bahwa untuk TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa di TPS a quo, tidak semua C.Pemberitahuan (undangan memilih) tersampaikan kepada pemilih dikarenakan adanya kelalaian dari petugas KPPS yang bertugas untuk menyerahkan undangan dimaksud. Bermula pada tanggal 21 November 2024 Ketua KPPS atas nama Abdul Malik menerima C.Pemberitahuan dari PPS bernama Rodiana sebanyak 494 lembar. Kemudian pada tanggal 22 November 2024 dilakukan rapat persiapan pendistribusian C.Pemberitahuan tersebut kepada pemilih. Selanjutnya pada tanggal 23-24 November 2024 C.Pemberitahuan mulai didistribusikan kepada pemilih. Namun ternyata, C.Pemberitahuan ini tidak tersampaikan secara menyeluruh kepada pemilih. Dari 494 lembar C.Pemberitahuan sesuai jumlah DPT, yang terdistribusi kepada pemilih hanya 433 lembar dan sisanya sebanyak 61 lembar C.Pemberitahuan tidak terdistribusi, dengan alasan diantaranya karena akses kondisi jalan dan jarak tempuh dari TPS ke rumah pemilih terdekat sekitar 30 menit [vide Jawaban Termohon halaman 71-73]. Jawaban/bantahan Termohon tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Otonius Markus Halawa, seorang warga Kampung Jayapura  yang bekerja di PT TKWL (Teguh Karsa Wana Lestari). Melalui akta afidavit, Otonius Markus Halawa menyatakan bahwa sampai tanggal 27 November 2024 tidak ada satupun petugas KPPS yang datang dan menyerahkan undangan memilih kepadanya, sehingga tidak mengetahui di TPS berapa bisa menyalurkan haknya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 [vide Bukti P-45A dan Bukti P-45A].
b. Bahwa untuk TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak, Mahkamah menemukan fakta hukum meskipun dalam Jawaban/bantahan tertulis, Termohon menyatakan telah mendistribusikan surat undangan atau Model C.Pemberitahuan kepada para pemilih [vide Jawaban Termohon halaman 73-74], akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi Termohon bernama Saut Martogi Sianipar pada persidangan tanggal 17 Februari 2025, menerangkan bahwa petugas KPPS tidak memberikan secara langsung semua undangan memilih kepada para pemilih, namun terdapat surat undangan atau Model C.Pemberitahuan yang dititipkan kepada seseorang bernama Aris, padahal yang bersangkutan bukanlah petugas KPPS yang berkewajiban untuk mendistribusikan C.Pemberitahuan tersebut kepada pemilih. Akibatnya, dari  59 lembar surat undangan atau C.Pemberitahuan yang diberikan kepada Aris, hanya 19 lembar yang tersampaikan kepada pemilih, sedangkan sisanya terdapat 40 lembar C.Pemberitahuan yang tidak tersampaikan kepada pemilih [vide Risalah Sidang tanggal 17 Februari 2025 halaman 79];
Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata terdapat warga negara yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 karena tidak mendapat surat undangan memilih atau C.Pemberitahuan. Hal demikian menurut Mahkamah jelas merupakan pelanggaran terhadap salah satu hak asasi manusia yang sangat fundamental dalam kehidupan bernegara, yaitu hak untuk memilih (right to vote) yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan pada Sub-paragraf [3.12.10] di atas. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo sepanjang TPS 3  Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya dan TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak, menurut Mahkamah adalah beralasan menurut hukum. 
Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
Dalam Pokok Permohonan:
1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, sepanjang perolehan suara di TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya, dan TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak; 

3) Memerintahkan kepada Termohon agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya dan di TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak, dengan menyertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan Daftar Pemilih Pindahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melakukan Pemungutan Suara Ulang terhadap pasien dewasa, pendamping pasien, serta petugas dan/atau tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tengku Rafi’an yang pada tanggal 27 November 2024 belum menggunakan hak pilihnya sedang berada di RSUD Tengku Rafi’an, dengan terlebih dahulu membentuk “TPS di Lokasi Khusus”, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan a quo diucapkan dan selanjutnya hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan a quo, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

5) Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

6) Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Resor Siak untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

7) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
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